
 

 

 
 

 

BUPATI PESAWARAN 
PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 79 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN PESAWARAN 

TAHUN 2022-2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

BUPATI PESAWARAN, 

 
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan 

Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Pesawaran   
Tahun 2022-2026. 

   
Mengingat 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 
 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007       

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4749); 

 
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009     

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

 
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12       
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia          
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022     

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

 
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia          
Tahun 2019 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6405);  
 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

 



 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016     
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5883), sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12    

Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021     
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6624); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 
 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  

 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 785); 

 

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 511); 
 

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 

- 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 
Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi 

Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 12); 



 

 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3       
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten 

Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran 
Tahun 2014 Nomor 3); 
 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6       
Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 46, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran    
Nomor 81); 

 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4       
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89); 
 

24. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22 Tahun 2022 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran (Berita 
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 511); 

   
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN 
DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN 

PERMUKIMAN KUMUH  KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 
2022-2026. 

   
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran 

2. Bupati adalah Bupati Pesawaran. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang 
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat 

penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 



 

 

7. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik 
perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni. 

8. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih 
dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas 

Umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan 

Perkotaan atau Kawasan Perdesaan. 

9. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri 

atas lebih dari satu satuan permukiman. 

10. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 
lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi 
sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat 

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

11. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas 

fungsi sebagai tempat hunian. 

12. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena 

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan 

kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 

13. Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha serta 
Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas terhadap 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 

14. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan 

serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. 

15. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari 
anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran dan belanja daerah, dan 

atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan 

lingkungan perumahan dan permukiman, dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

17. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan 

dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. 

18. Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 

19. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang 

melakukan pembangunan perumahan dan permukiman. 

20. Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disingkat 
Pokja PKP adalah Kelompok Kerja yang dibentuk sebagai wadah komunikasi 

dan koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang perumahan dan 

permukiman. 

21. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD 

adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan 
daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung 

untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 
 

 



 

 

BAB II 
Maksud dan Tujuan  

 
Pasal 2 

 

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK sebagai dokumen rencana yang dijadikan 
sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh yang berkelanjutan. 
 

Pasal 3 
 

Tujuan penetapan RP2KPKPK adalah untuk mengatur terwujudnya sinergitas 

penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berkelanjutan 
dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan agar dapat 

meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni 
perumahan dan permukiman. 

 
BAB III 

SISTEMATIKA 

 
Pasal 4 

 

(1) RP2KPKPK memuat: 

a. Bab I  : Pendahuluan 

b. Bab II  : Tinjauan Kebijakan 

c. Bab III : Gambaran Umum 

d. Bab IV : Identifikasi Potensi dan Permasalahan Kawasan Kumuh 

e. Bab V  : Permasalahan Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh 

f. Bab VI : Konsep dan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas  

  Permukiman Kumuh  

g. Bab VII : Rumusan Penyediaan Tanah, Investasi dan Pembiayaan,  
  dan Peran Pemangku Kepentingan 

 
(2) RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB IV 

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 
 

Pasal 5 
 

(1) Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan permukiman 

berkoordinasi dengan Pokja PKP dalam melaksanakan monitoring dan 
evaluasi RP2KPKPK. 

 
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

setiap 1 (satu) kali dalam setahun. 

 
Pasal 6   

 
(1) Pokja PKP menyusun laporan pelaksanaan RP2KPKPK disampaikan kepada 

Bupati. 
 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit satu kali 

dalam satu tahun. 



 

 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pesawaran. 

 
Ditetapkan di Gedong Tataan 
pada tanggal 29 Juli 2022 

 
BUPATI PESAWARAN, 

 
ttd 

 
DENDI RAMADHONA K. 

 

Diundangkan di Gedong Tataan 
pada tanggal 29 Juli 2022                

 
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, 

 
 
 

ttd 
 

                           SYUKUR 
BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 568 

 
Sesuai Dengan Salinan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDAKAB PESAWARAN, 
              

 
ttd. 

 
RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H. 

Penata Tk. I 
NIP. 19840919 201101 1 006 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


